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PERAN SERTA PETANI DALAM PENGEMBANGAN
IRIGASI SEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN
PERTANIAN DI INDONESIA

Oleh : Suprodjo Pustotardjo
Fakultas Teknologi Pertanian UGM

A. Pendahuluan

Seperti umumnya keadaan wila-
yah hujan muson tropik, rata-rata
curah hujan tahunan di Indonesia
cukup tinggi (1.500 - 3.000 mm).
Meskipun demikian, di dalam kenya-
taannya keberhasilan produksi ta-
naman pangan utama masih sangat
tergantung pada tersedianya air
irigasi. Keadaan ini disebabkan
karena watak huja tropika yang berin-
tensitas tinggi dan kurang menentu-
kan kejadiannya, secara alami kurang
dapat dimanfaatkan oleh tanaman,
Kekeringan (dry spell period atau
"betatan”) di tengah-tengah musim
hujan yang mengakibatkan kerusak-
an tanaman (water stress) sudah sa-
ngat sering dijumpai. Musim kemarau
yang kering dan panjang kemudian
diikuti dengan musim hujan yang
"lebih awal” dan panjang disertai
dengan banjir telah berlangsung
dalam beberapa tahun terakhir ini.
Secara alami kesemuanya itu wajar
terjadi di daerah tropik ataupun
hujan muson tropik. (Kamarck, 1979).

Menghadapi kenyataan betapa
pentingnya peran sarana irigasi da-
lam menunjang keberhasilan produk-
si pangan utama, dalam PELITA
pembangunan irigasi merupakan sa-
lah satu sektor yang menempati
prioritas utama. Daftar Lampiran 1

menunjukkan investasi fisik dan fi-
nancial yang telah ditanamkan
oleh Pemerintah dalam sektor irigasi.
Pembangunan sarana irigasi sebagai
penunjang pengembangan pertanian
masih terus dilanjutkan seperti di-
nyatakan dalam GBHN Tap. MPR
No. IV/MPR/1978 (PELITA III)
dan GBHN Tap MPR No. II/MPR/
1983 (REPELITA 1V). Bahkan GBHN
Tap. MPR No. II/MPR/1983 mele-
takkan program pembangunan
pengairan (termasuk irigasi di dalam-
nya) dalam satu sektor pembangunan
pertanian. Hal ini merupakan suatu
langkah yang lebih maju dalam pe-
nyusunan strategi dasar perencanaan
pemanfaatan dan pendayagunaan
sarana irigasi sebagai penunjang
produksi pertanian.

Bila dikaji lebih lanjut GBHN
Tap. MPR No. IV/MPR/1978 dan
GBHN Tap. MPR No. II/MPR/1983,
maka dalam pembangunan irigasi
di Indonesia ada empat hal yang me-
nonjol, yaitu :

1. Pembangunan irigasi merupakan
satu kesatuan dalam pembangun-
an pengairan yang sifatnya selain
meningkatkan kemampuan pe-
nyediaan air juga berusaha me-
ngembangkan, mengatur, dan
menjaga kelestarian sumber air.

2. Diperlukan dorongan terhadap
masyarakat tani untuk memanfaat-
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kan air irigasi yang tersedia
terutama untuk mengembangkan
persawahan dan internsifikasi pen-
daya-gunaannya.

3. Diperlukan adanya peran serta
petani dalam pengembangan ja-
ringan terminal (jaringan tersier
maupun kwarter).

4. Diperlukan peningkatan kesadar-
an, kemampuan petani dan peran
serta masyarakat dalam pemeliha-
raan, perawatan dan pendaya-
gunaan sarana irigasi yang ada,
dengan diikuti pengaturan peman-
faatan air secara efisien.

Pokok masalah yang akan di-
bahas dalam makalah ini ialah, ma-
salah peran serta petani dalam pe-
ngembangan irigasi, yang rupanya
merupakan salah satu faktor penentu
berhasilnya program. Keberhasilan
ini dapat dilihat dari kelestarian fung-
sional, kelestarian fisik, maupun ter-
capainya dan lestarinya manfaat.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Peran Serta Petani Dalam
Pengembangan Irigasi

Apabila ditinjau secara sepintas
mungkin akan timbul suatu keganjil-
an adanya sikap petani yang apatis
terhadap pengembangan irigasi.
Padahal pada hakekatnya iar irigasi
merupakan sarana pokok pendukung
usaha taninya. Untuk ini maka diper-
lukan suatu penelaahan masalah se-
cara mendalam dan cermat. Apalagi
dalam kenyataannya keadaan ini tidak
hanya dijumpai di Indonesia, tetapi
di beberapa negara lain seperti
halnya di Filippina (Alfonso, 1981),
Sri  Langka, Pakistan dan India
(FAQ, 1982). ‘

Bagi pemerintah Indonesia, fung-
si peran serta petani dalam pengem-

bangan irigasi (termasuk pendaya-
gunaan dan pemeliharaan serta pera-
watan) secara lestari ini memang
sangat penting. Data dalam Daftar 1
menunjukkan betapa tidak seimbang-
nya perkembangan (laju) antara luas
panen padi dan perbaikan sarana iri-
gasi lahan oncoran yang telah dicapai.
Padahal jaringan irigasi yang dikem-
bangkan, tujuan utamanya untuk
mendukung  lahan  persawahan.
Bahkan dari hasil pengamatan di
beberapa proyek irigasi menunjuk-
kan bahwa umur fungsional jaringan
terminal umumnya kurang dari 5
tahun. Karenanya tidak mengheran-
kan bahwa peran sarana irigasi dalam
memantapkan luas panen (Daftar 1)
relatif masih kecil. Kenaikan luas
panen yang mantap di Kalimantan
dan Sumatra diduga berasal dari la-
han persawahan pasang surut (P3S,
Dept. P.U.).

Korten (Korten dan Alfonso,
1981) dan FAO (FAO, 1982) mengin-
dentifikasi adanya empat faktor utama
yang menyebabkan suatu sarana pe-
layanan kebutuhan masyarakat, sa-
rana irigasi, tidak menarik partisi-
pasi petani. Keempat faktor kunci
pembahas tersebut ialah :

1. Keterbatasan kemampuan pela-
yanan. Dengan dana dan sarana
(personal) maupun fasilitas pe-
laksanaan) operasi serta pemeli-
haraan yang sangat terbatas, maka
tidak mungkin bagi Dinas Pekerja-
an Umum (Seksi Pengairan)
untuk dapat menjalankan tugasnya
dengan baik. Sebagai contoh
seksi Pengairan "Pekalen-Sam-
pean” Situbondo yang bertang-
gung jawab terhadap operasi
dan perawatan saluran sepanjang
110.1 km dengan 16 buah pintu
sadap dalam tahun 1975 hanya
mempunyai dana yang cukup
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untuk menggaji 10 orang pekerja
saja. Karenanya tidak mengheran-
kan bahwa perawatan maupun
operasi jaringan menjadi terbeng-
kalai sehingga saluran pengaliran
ini sangat menurun fungsinya
dan kacau pengoperasiannya. Aki-
batnya akan berantai sampai di
saluran terminal yang dilola
oleh petani. Keadaan serupa juga
dijumpai di jaringan irigasi Losari
{Madiun), Setupatok (Cirebon),
Glapan-Sedadi (Demak). Bahkan
sering dijumpai seorang petugas
irigasi P.U. yang berpendidikan
formal Sekolah Menengah harus
melayani 3 - 5 pintu air yang ber-
beda-beda fungsi. Dalam keadaan
vang demikian ini tidak mungkin
pelayanan operasional jaringan
irigasi dapat tertib dan memuas-
kan para petani pemakai air.

. Kekurang mampuan untuk dapat

dilayani oleh masyarakat setem-
pat. Dalam pengembangan ja-
ringan irigasi sampai tingkatan
terminalpun jarang sekali petani
dilibatkan di dalamnya. Hasil pe-
nelitian di Proyek Irigasi Pekalen
Sampean (PIPS), hanya 11,2%
petani yang dimintai saran dalam
perencanaan rehabilitasi dan 4,5%
dalam tahap perancangan. Tetapi
sebagian besar petani yang ter-
libat tersebut adalah pejabat pe-
merintahan desa, bukan petani
penggarap. Sebagai akibatnya
terjadilah kesenjangan antara pe-
tani sebagai pengoperasi dan
pengambil manfaat jaringan de-
ngan pihak pemerintah yang me-
mulai mengadakan pembangunan.
Di satu pihak pemerintah mengha-
rapkan bahwa petani akan meng-
ambil tanggung jawab dalam
pengoperasian dan pemeliharaan
setelah bangunan irigasi selesai,

=

sedangkan di lain pihak petani
belum tahu dengan pasti apa yang
seharusnya dikerjakan. Karenanya
petani tidak merasa sayang adanya
kerusakan di jaringan irigasi sam-
pai akhirnya tidak berfungsi lagi.
Di Proyek Irigasi Jatiluhur, keku-
rang mampuan, dan kekurang sa-
daran petani dalam pengoperasian
jaringan irigasi mengakibatkan
adanya kecenderungan pemakai-
an air yang berlebihan dan penu-
runan produksi karena kelebihan
air di musim hujan (Purba dan
Bhuiyan, 1982). Untuk mengatasi
adanya kesenjangan antara
petani dan pemerintah maka per-
lu diciptakan pengertian nilai man-
faat, hak dan kewajiban petani
dalam pengelolaan jaringan iri-
gasi. Sebaliknya pihak pemerin-
tah yang bertanggung jawab
terhadap jaringan primer dan se-
kunder harus memenuhi kewajib-
an-kewajibannya. Cara lain yang
dapat ditempuh ialah dengan
memberikan kesempatan yang le-
bih banyak kepada petani untuk
berperan serta dalam proses
pengembangan jaringan irigasi.

. Keterbatasan kemampuan untuk

beradaptasi dengan keadaan se-
tempat. Seperti telah disebutkan
sebelumnya perencanaan peran-
cangan jaringan irigasi- umumnya
kurang melibatkan petani. Pihak
perencana jarang yang mengeta-
hui dan memahami keadaan khas
dari wilayah, yang nantinya sangat
besar sekali peranannya terhadap
kelestarian operasi, pengelolaan,
dan pemanfaatan jaringan. Seba-
liknya adanya pengaruh ekonomik
sosial dan budaya yahg sangat
kuat terhadap pola usaha tani
menyebabkan timbulnya kesulit-
an dalam memilih pola tanam se-




rasi dengan tersedianya air, dapat
disepakati dan diterima oleh pe-
tani. Dari segi proses perencanaan
dan perancangannya ada dua fak-
tor penghambat yang dihadapi :

a. Proses konstruksi dilaksanakan
secara terpisah dengan peran-
cangan, sedangkan wewenang
adaptasi rancangan dengan ke-
adaan setempat sangat terba-
tas.

b. Standard cara perancangan
teknik jaringan yang berlaku
memberikan kemungkinan/
peluang  untuk terjadinya
kesalahan-kesalahan peran-
cang. Kesalahan perancangan
ini di jaringan tingkat utama
mungkin masih belum tampak,
tetapi ditingkat jaringan ter-
minal dapat menyebabkan tidak
berfungsinya jaringan.

Hasil studi yang pernah dilaksana-
kan di jaringan irigasi Pekalen-
Sampean Seksi Situbondo, Jawa
Timur menunjukkan bahwa 42%
dari pintu bagi petak tersier
tidak dapat berfungsi karena salah
meletakkannya. Alat ukur debit
yang dipakai/dipasang juga tidak
dapat berfungsi baik dengan ki-
saran kesalahan pengukuran an-
tara 34 - 163%. Hal-hal yang se-
rupa juga dijumpai dijaringan iri-
gasi Waduk Losari, Ngawi (33%
pintu sadap tidak berfungsi
karena kesalahan tempat), dan di
Waduk Setupatok, Cirebon. (Pus-
posutardjo, dkk., 1984).

Selain diperlukan persyaratan
adaptabilitas  fisik, jaringan-
jaringan irigasi ini untuk dapat
berfungsi dengan baik memer-
lukan pula adaptabilitas ekonomik
dan sosial. Beberapa proyek pe-
ngembangan irigasi di luar Jawa
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(misalnya di Proyek Irigési Way-
Sekampung-Way Seputih, Lam-
pung, Proyek Irigasi Bendung
Haruyan Dayak, Sungai - Mui,
Kalimantan Selatan) tidak dapat
berfungsi baik karena cara berta-
nam padi dua kali setahun belum
dapat diterima masyarakat. Seba-
liknya kebutuhan air untuk mengo-
lah kopi dan karet justru tidak da-
pat dipenuhi dari jaringan irigasi
tersebut. Akibatnya jaringan iri-
gasi bukan hanya terbengkalai,
tetapi sebagian menjadi rusak.

. Menciptakan ketergantungan ke-

pada pemerintah.-- Pelaksanaan
pengembangan jaringan irigasi
yang bersifat dari atas seperti
sekrang telah menimbulkan rasa
ketergantungan yang berlebihan
kepada pemerintah. Keadaan ini
bukan semata-mata kesalahan pe-
tani, karena sebetulnya petani
tidak tahu betul cara-cara peng-
operasian jaringan secara benar.
Merekapun tidak tahu akan hak-
hak dan kewajiban terhadap ja-
ringan tersebut. Meskipun telah
dibentuk organisasi-organisasi
pemakai air (HIPPA) tetapi ke-
nyataannya kemampuannya untuk
memberikan pelayanan operasi,
pemeliharaan, bantuan pelayanan,
dan administratif sangat lemah.
Hal-hal yang esensi dalam peren-
canaan pemakaian air justru dite-
tapkan dari luar organisasi yang
umumnya tidak serasi dengan ke-
inginan para petani. Suatu contoh
ketergantungan para petani ter-
hadap pemerintah dalam pengem-
bangan irigasi dijumpai di Proyek
Irigasi Pekalen-Sampean, Seksi
Situbondo. Dari sampel petani
yang ditemui (92 orang), 79,8%
mereka puas dengan pelaksanaan
rehabilitasi meskipun hanya 11,2%
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yang terlibat dalam pekerjaan
rehabilitasi tersebut. Sayang bah-
wa dasar kepuasan itu bukannya
nilai ~ pemenuhan fungsional
jaringan tetapi didasarkan pada
adanya perbaikan di tempatnya
(Pusposutardjo, dkk., 1984).

Masalah ketergantungan ke-
pada pemerintah dalam pengem-
bangan irigasi ini makin bertam-
bah dengan tidak adanya koordi-
nasi yang baik antar instansi
pemerintah  dalam  penetapan
pola tanam, dan alokasi bantuan
dana untuk operasional maupun
pemeliharaan. Adanya program
TRIS akhir-akhir ini di beberapa
tempat telah menimbulkan akibat
negatif terhadap peran serta
petani dalam  pengembangan
jaringan terminal. Pihak penye-
lenggara TRIS menyadari bahwa
adanya tanaman tebu merusak
saluran-saluran kuarter dan se-
baliknya memerlukan jaringan/
fasilitas pengairan yang lebih baik.
Karenanya dalam TRIS disediakan
dana operasional irigasi. Akibat-
nya ialah terjadi persaingan
terselubung dalam pemakaian
air antara gadu tidak berijin de-
ngan tebu, dan petani yang tidak
memperoleh bantuan operasional
irigasi menjadi tidak mau kembali
untuk melaksanakan kewajiban
pemeliharaan jaringan.

. Usaha Untuk Mengkaitkan Usaha
Pemerintah  Dengan Kemauan
Petani Dalam Mengembanghkan
dan Memanfaatkan Jaringan
Irigasi.

Dari analisis yang telah diuraikan

menunjukkan bahwa faktor-faktor
vang menghambat peran serta petani

dalam pengembangan irigasi sangat
banyak, rumit, dan berkaitan satu
dengan lainnya. Di lain pihak disadari
bahwa tanpa peran serta yang aktif
dari para petani dalam pengembang-
an dan pemanfaatan jaringan irigasi,
usaha pengembangan yang dilakukan
pemerintah akan tidak bermanfaat.

Beberapa usaha yang dapat di-
tempuh sebagai usaha peningkatan
peran serta petani dalam pengem-
bangan irigasi, ialah :

1. Menimbulkan rasa kebersamaan
yang mendalam tentang cara pe-
manfaatan air di kalangan petani.
Atas dasar kemanfaatan bersama
dalam penggunaan air, maka tolok
ukur keadilan atau kesamaan men-
dapatkan air bukannya jumlah air
yang diterima pada saat dibutuh-
kan, tetapi atas dasar optimum
produksi dari keseluruhan jaring-
an irigasi. Faktor-faktor luas
pemilikan lahan yang sempit,
status pemilikan tanah, keterba-
tasan air irigasi dan kemudahan
pemasaran hasil pertanian pangan
bukan padi sangat membatasi
berhasilnya usaha menimbulkan
rasa kebersamaan tadi. Adanya
rasa kebersamaan pemanfaatan
air di kalangan petani merupakan
kunci pokok sebagai pendorong
peran serta petani dalam pengem-
bangan dan pemanfaatan sarana
irigasi. ’

2. Memberikan kesempatan yang le-
bih luas kepada petani (penggarap)
untuk berperan dalam perencana-
an, perancangan, dan pelaksanaan
konstruksi (pembuatan) jaringan
irigasi. Kesempatan ini diberikan
setelah ada rasa kebersamaan
dalam memanfaatkan air oleh pe-
tani. Tanpa didasari rasa keber-




samaan dalam memanfaatkan

air tidak mungkin dapat dicapai -

kesepakatan dalam pérencanaan
dan perancangan jaringan. Untuk
jaringan terminal, petani sebetul-
nya secara teknik mampu melak-
sanakan konstruksi dengan baik.
Selanjutnya petani diberikan pula
hak wewenang dalam pengelolaan
air tidak hanya di tingkat terminal
tetapi di tingkat jaringan utama be-
serta konsekuensi yang berupa ke-
wajiban untuk memelihara keles-
tarian jaringan. Makin awal peran
serta petani ini dilibatkan, makin
baik hasil yang dapat diharapkan.

. Perbaikan dalam cara perancangan

dan konstruksi jaringan. Bila pe-
tani telah dilibatkan peran serta-
nya dalam perancangan dan kon-
struksi jaringan, maka kelemahan-
kelemahan yang ada saat sekarang
harus di eliminir. Standard peta
topografi yang dipakai untuk pe-
rancangan terperinci harus diper-
halus. Keluwesan rancangan untuk
dapat disesuaikan dengan keadaan
setempat harus diperbesar. Di
samping itu prinsip bahwa "air
harus mengalir ke bawah” tetap
dipegang teguh dalam konstruksi.

. Memperbaiki koordinasi di antara

instansi yang terlibat langsung
maupun tidak langsung dalam
pelaksanaan pengembangan dan
pemanfaatan irigasi. Meskipun
telah ada panitia irigasi di tingkat
propinsi, kabupaten, dan adanya
unit-unit pelaksanaanya, bahkan
ada dasar hukum yang melindungi-
nya (PP No. 22. Tahun 1982 ten-
tang tata pengaturan air, dan
PP No. 23 Tahun 1982), namun
dalam kenyataan masih banyak
dijumpai kesimpang siuran kebi-
jaksanaan dalam penetapan pola

pengelolaan jaringan dan peman-
faatan airnya. Hal ini sungguh-
sungguh kurang menguntungkan
untuk dapat mendorong partisi-
pasi petani. Campur tangan pani-
tia irigasi supaya dibatasi pada
pola-pola strategi pengembangan
dan pemanfaatan irigasi saja,
sedangkan kebijaksanaan opera-
sional diserahkan pihak petani
atau organisasi pemakai air.
Dengan demikian rasa tanggung
jawab pengelolaan air menjadi
jelas.

Pola kebijaksanaan pertanian ter-
padu, sampai dengan pemasaran
hasil pertanian bukan padi supaya
tetap dipegang teguh. Dengan de-
mikian maka usaha-usaha mengu-
rangi konsumsi air irigasi dapat di-
laksanakan dengan baik tanpa
mengurangi (resiko) pendapatan
petani. Perlu diperhatikan bahwa
penggunaan verietas unggul padi
yang berumur pendek, bersifat
"drought avoidance” bukannya
"drought tolerance”, merupakan
salah satu penyebab ketidak sera-
sian dalam pola pengelolaan air di
Indonesia saat sekarang. Konse-
kuensi-konsekuensi negatif ini
harus diterima dengan mengambil
langkah-langkah kompensatif,
yaitu usaha tani terpadu.

E. Penutup

Pengembangan irigasi sebagai
sarana pengembangan pertanian di
Indonesia mutlak diperlukan. Jumlah
dana yang dicurahkan dalam pe-
ngembangan irigasi cukup banyak.
Di lain pihak peran serta petani se-
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bagai pengambil manfaat pengem- -

bangan irigasi masih terasa kurang.

Pengkajian lebih lanjut menun-
jukkan bahwa adanya kesenjangan
ini, kesalahannya tidak dapat dile-

e
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takkan di satu pihak saja, tetapi baik
pemerintah maupun petani masing-
masing mempunyai faktor-faktor
kekangan tersendiri.  Karenanya
jalan pemecahan yang diambil pun
harus dari dua arah, dengan memper-
hatikan kekangan-kekangan tersebut.
Di satu pihak rasa kebersamaan pe-
manfaatan air irigasi harus ditumbuh-
kan di kalangan petani untuk dipakai
sebagai dasar peran serta dalam
pengembangan irigasi, di pihak lain
pemerintah harus mulai memberikan
keleluasaan yang lebih kepada pe-
tani dalam berperan serta. Pola usaha
tani terpadu dengan diversifikasi ta-
naman sangat besar peranannya da-
lam menjembatani dipertemukannya
kedua kepentingan tersebut.
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